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Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, terutama kekerasan seksua, menjadi
saah satu fokus utama. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan
Perlindungan Anak telah menegaskan hak restitusi bagi korban, implementasinya masih
belum optima. Penelitian ini bertujuan untuk menganaisis faktor-faktor yang memengaruhi
hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksua di Indonesia, dengan fokus pada
Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung. Studi ini
akan menganaisa pemberian restitusi oleh hakim serta kendaa yang mungkin terjadi daam
pelaksanaannya. Dengan tinjauan yuridis, penelitian ini akan membahas aspek -aspek yang
memengaruhi keputusan hakim daam penetapan restitusi bagi korban tindak pidana
kekerasan seksua, memberikan pemahaman mendaam mengenai pemenuhan hak restitusi,
serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menjadi landasan bagi penetapan restitusi
bagi korban anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Hak
Restitusi

Abstract

Legal protection for crime uvictims, especially sexual violence, is one of the main focuses. Although
regulations such as the Human Rights Act and Child Protection Act have affirmed the right to
restitution for victims, implementation is still not optimal. This study aims to analyze the factors
affecting the right to restitution for child victims of sexual uviolence in Indonesia, focusing on the
Court Decision No. 77/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung. This study will analyze the awarding of
restitution by judges and the potential obstacles in its implementation. Through a juridical review,
this research will discuss the aspects influencing the judge's decision in determining restitution
for victims of sexual violence, provide an in-depth understanding of the fulfillment of the right to
restitution, and identify the legal factors that form the basis for determining restitution for child
victims.

Keywords: Legal Protection, Crime Victims, Sexual Violence, Right to Restitution

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual, yang merupakan bentuk kekerasan seksual, saat ini
menyebar dengan berbagai variasi (Amin and Nazariana 2023). Perlindungan
hukum terhadap korban harus ditingkatkan agar hak-hak mereka tetap
terjaga dan diakui sebagai individu yang setara di mata hukum. Upaya
perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 3 ayat (3).

Tindak pidana terhadap anak sebagai korban tidak hanya menyebabkan
penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan dan
kualitas hidup anak, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil
maupun immateriil bagi keluarga korban. Oleh karena itu, Pemerintah
memberikan perlindungan khusus melalui Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada setiap
anak korban untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan, yang merupakan
tanggung jawab pelaku.

Anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan
keadilan yang pantas dari pelaku demi pemulihan mereka, sebagai
kompensasi atas kerugian yang dialami (Septia and Suhartini 2024). Mereka
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berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Oleh karena itu,
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Peraturan ini mengikuti ketentuan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, anak yang menjadi
korban tindak pidana memiliki hak untuk meminta kompensasi kepada
pelaku atas kerugian baik materiil maupun immateriil, serta kerugian fisik
maupun non-fisik yang mereka alami.

Setiap anak, khususnya yang menjadi korban tindak pidana, memerlukan
jaminan akan terus terlaksananya perlindungan anak dan pencegahan
terhadap penyelewengan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek
pertama berkaitan dengan kebijakan dan regulasi hukum yang mengatur hak-
hak anak, sedangkan aspek kedua mengatur implementasi dari kebijakan
tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77 /Pid.Sus/2023 /PN Kota
Agung menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama lima
tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Tindakan terdakwa diatur dan
diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal
64 ayat (1) KUHP atau Pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 81
ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1). Berdasarkan informasi tersebut, penulis tertarik
untuk menganalisis faktor-faktor penyebab restitusi serta pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak korban tindak pidana
kekerasan seksual di Indonesia, dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemenuhan
Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan
Nomor 77 /Pid.Sus /2023 /PN Kot)".

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Restitusi Terhadap Anak Korban

Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan

Negeri Kota Agung Nomor 77 /Pid.Sus/2023 /PN Kot

Faktor adalah unsur atau kejadian yang berkontribusi dalam menyebabkan
atau mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa, baik itu bersifat internal
maupun eksternal. Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian, Ibu Intan
Zakia, S.H., dari Kepolisian Resor Tanggamus mengungkapkan bahwa
terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya restitusi terhadap
anak korban kekerasan seksual. Keempat faktor tersebut adalah faktor
ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan, dan faktor lemahnya iman.
Kesemua faktor ini saling terkait dan menjelaskan bahwa jika salah satu dari
keempat faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya
kejahatan tersebut akan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Bapak
Andi Purnomo, S.H.,M.H. di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Faktor penyebab
terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual ini karena
adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan
hukum.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim yaitu Bapak Trisno
Jhohannes Simanullang,S.H. di Pengadilan Negeri Kota Agung. Faktor
penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan seksual
ini yaitu disebabkan karena faktor lingkungan, karena adanya faktor bujuk
rayu, serta karna adanya tawaran/hak dalam mengajukan permohonan
restitusi ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa faktor yang
lebih dominan penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku
kekerasan seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota
Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot yaitu faktor kurangnya pengawasan
orang tua sehingga iman tidak bertumbuh pada anak, dan faktor lingkungan
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sehingga keadaan-keadaan tersebut membuat Anak Korban dan Terdakwa
melakukan tindak pidana persetubuhan.

B.Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Anak Korban Pelaku
Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kota Agung Nomor 77 /Pid.Sus/2023/PN Kot
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Trisno Jhohannes

Simanullang, S.H., yang menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kota

Agung, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2023 /PN Kot

adalah bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Unsur-

unsur ini mencakup tindakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pertimbangan kedua, majelis hakim menjelaskan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Dan pertimbangan ketiga, Majelis tidak menemukan hal-hal yang
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaalf, sehingga  terdakwa  harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena terdakwa dianggap mampu
bertanggungjawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

SIMPULAN DAN SARAN
A.Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat

disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penyebab terjadinya restitusi terhadap anak korban pelaku kekerasan
seksual di Indonesia, berdasarkan studi putusan Nomor
77/Pid.Sus/2023 /PN Kot, dapat dibagi menjadi dua faktor utama.
Pertama, kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan kurangnya
perkembangan iman pada anak. Kedua, faktor lingkungan juga berperan
dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak
korban dan terdakwa.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap anak korban
pelaku kekerasan seksual di Indonesia, berdasarkan studi putusan
Nomor 77/Pid.Sus/2023 /PN Kot, mencakup beberapa unsur penting. Hal
ini meliputi usia anak yang masih di bawah umur, serta ketidakadanya
temuan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik
sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

B.Saran

Dari kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Saran-
saran ini ditujukan kepada:

1. Para orang tua diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan
pengawasan terhadap anak-anak mereka. Hal ini penting karena
seringkali kejahatan yang tidak terduga terjadi akibat faktor lingkungan
dan kesempatan. Pendekatan berbasis agama juga diperlukan untuk
membantu masyarakat mengendalikan hawa nafsu dan mencegah
perilaku asusila.

2.Bagi aparat penegak hukum, disarankan untuk memberikan sanksi
hukum yang tegas dalam memutuskan perkara tindak pidana
persetubuhan/kekerasan seksual terhadap terdakwa. Tindakan tersebut
penting karena kejahatan seperti itu sangat merugikan anak korban dan
masyarakat pada umumnya. Hukuman pidana yang lebih berat dapat
memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi contoh bagi yang lain.
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